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Lampiran I : Peraturan
Nomor
Tanggal

KABUPATEN BARRU
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pendapatan

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Hibah
BELANJA MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga
BELANJA TRANSFER
Belanja Bantuan Keuangan
Jumlah Belanja

Total Surplus/(Defisit)

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Penyertaan Modal Daerah
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan

Dael

rah Kabupaten Barru
10 TAHUN 2021
29 Desember 2021

Jumlah

79.368.076.620
22.870.000.000
7.666.681.177
8.942.135.943
39.889.259.500
773.275.006.975
722.158.670.000
51.116.336.975
42.376.552.971
42.376.552.971
895.019.636.566

689.193.204.551
432.767.864.027
248.628.456.884
3.191.298.036
4.605.585.604
92.905.296.167
37.456.756.877
35.351.307.231
20.047.232.059
50.000.000
24.291.396.287
24.291.396.287
95.954.076.000
95.954.076.000
902.343.973.005
(7.324.336.439)

13.377.367.703
13.377.367.703
13.377.367.703
6.053.031.264
3.000.000.000
3.053.031.264
6.053.031.264
7.324.336.439

(0)



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah
bersama DPRD pada tanggal 20 Nopember 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022;



Mengingat :

1.

-2

Undang-Undang Nomor 29 Tahun Tahun 19359 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomon 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);



7.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
Dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

o

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Barru.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

Bupati adalah Bupati Barru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya .



12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

(1)

(2)

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 'bernilai uang dari
pihak lain sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Piutang Daerah adalah jumlah wuang yang wajib dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat peijanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, peijanjian, atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.
APBD Kabupaten  Barru  Tahun  Anggaran 2022 beijumlah
Rp.908.397.004.269,- (Sembilan Ratus Delapan Milyar Tiga Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan
Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan

daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp.895.019.636.566,00
b. Belanja Daerah Rp.902.343.973.005,00
Surplus/(Defisit) (Rp. 7.324.336.439,00)

c. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan Rp. 13.377.367.703,00
2. Pengeluaran Rp. 6.053.031.264,00
Pembiayaan Netto Rp. 7.324.336.439,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0,00



Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 895.019.636.566,- (Delapan

Ratus Sembilan Puiuh Lima Milyar Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tiga

Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang bersumber

dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(1)

(2

(3)

(4)

()

(1)

Pasal 4
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 79.368.076.620,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar
Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Enam
Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.22.870.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh
Puluh Juta Rupiah)
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.7.666.681.177,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Enam
Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh
Puluh Tujuh Rupiah).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.942.135.943,-
(Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga
Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.889.259.500,- (Tiga Puiuh
Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus
Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 5
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 773.275.006.975,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh
Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ribu Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.



(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) hurufa direncanakan sebesar Rp.722.158.670.000,- (Tujuh Ratus Dua
Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh
Puluh Ribu Rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.51.116.336.975,- (Lima Puluh Satu
Milyar Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasai 6
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf c direncanakan sebesar Rp.42.376.552.971,- (Empat Puluh Dua
Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua
Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan hibah;
b. dana darurat;
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.O,- (Nol Rupiah).

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.O,- (Nol Rupiah).

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 42.376.552.971,- (Empat Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh
Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp. 902.343.973.005,- (Sembilan Ratus Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh
Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Rupiah), yang terdiri

atas:

a.
b.

C.

belanja operasional;
belanja modal;
belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

()

(1)

Pasal8
Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp.689.193.204.551,- (Enam Ratus Delapan
Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus
Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.432.767.864.027,- (Empat Ratus Tiga Puluh
Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam
Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.248.628.456.884,- (Dua Ratus Empat Puluh
Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima
Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.3.191.298.036,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu
Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘'huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.4.605.585.604 ,- (Empat Milyar Enam Ratus Lima Juta Lima
Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp.0O,- (Nol Rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp.92.905.296.167,- (Sembilan Puluh Dua Milyar
Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus
Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah.
b. belanja modal peralatan dan mesin.
c. belanja modal bangunan dan gedung.
d. belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.

. belanja modal aset tidak berwujud.



(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.O,- (Nol Rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.37.456.756.877,- (Tiga Puluh Tujuh
Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh
Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp.35.351.307.231,- (Tiga Puluh Lima
Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus
Tiga Puluh Satu Rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.047.232.059,- (Dua Puluh
Milyar Empat Puluh 'Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima
Puluh Sembilan Rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufe direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruff direncanakan sebesar Rp.O,- (Nol Rupiah).

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufc
direncanakan sebesar Rp.24.291.396.287,- (Dua Puluh Empat Milyar Dua
Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua
Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 95.954.076.000,- (Sembilan Puluh Lima Milyar
Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah),
yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.O,- (Nol Rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 95.954.076.000,- (Sembilan Puluh Lima Milyar
Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
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